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KATA PENGANTAR 

 

 

Dokumen manajemen risiko ini berisi tentang hasil pelaksanaan penilaian risiko di 

Dinas Ketahanan Pangan. Penilaian risiko  merupakan salah satu tahapan strategis dalam 

implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaliam Intern Pemerintah (SPIP), 

khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi Pemerintah 

wajib melakukan Penilaian Risiko. Dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 tahun 

2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.  

Dengan telah disusunnya dokumen penilaian risiko ini, maka dapat dilihat gambaran 

risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 

dalam mencapai tujuan dan sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaanya melalui mekanisme manajemen 

risiko. 

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan ini 

dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di 

Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kami mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan penilaian risiko ini 

Demikian dokumen  manajemen risiko Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 ini dibuat 

agar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan. 

 

                   Penajam, 26 Mei 2025 

                                Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

 

 

 

 Mulyono, SP, MT 

             Pembina Tk. I/IV b 

             NIP. 196712091994031010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13 dalam rangka mendukung gerakan reformasi 

birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 

2026, maka Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyikapinya dengan 

berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Lingkungan 

Pemerintahan  Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai langkah pertama yang telah 

dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah dengan 

melakukan penilaian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.  

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat 

dilihat bahwa pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi 

yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen 

bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi 

pemerintah. Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu 

penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang 

dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan dan sasaran kerja tahunannya, serta 

kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan 

instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk 

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang 

sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.  

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan 

membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan 

maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah 

efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan 

dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang 

berkesinambungan. Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian 
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diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa 

depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang 

kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang 

signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus 

dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan 

(manajemen) risiko.  

B. Dasar  Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser 

Utara di Prrovinsi Kalimantan Timur  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  

4. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  

5. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis 

Risiko; 

6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan  Organisasi Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-

2023; 

9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam 

Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 31. 
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10. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan 

Tatalaksana, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara. 

11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 700/94/2023 Tentang Perencanaan 

Pembinaan, Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.  

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan diadakannya penilaian resiko pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah : 

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur kedua yaitu unsur 

penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan: 

2. Untuk mendapatkan risk register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan; 

3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP). 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Penajam Paser Utara, meliputi :  

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

f. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

g. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 

Pangan 

h. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 

i. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

j. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan 

Angka Kecukupan Gizi 
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k. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

l. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

m. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 

E. Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Penajam Paser Utara baik pada hasil identifikasi risiko dan analisis risiko,  secara 

kualitatif, sedangkan Teknik yang digunakan adalah wawancara dan telaah Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) tahun 2025.  

F. Sistematika Pelaporan   

     Laporan penilaian risiko Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara ini 

disusun dalam struktur bab sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan  

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang 

lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian 

risiko di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.  

Bab II  Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan 

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Ketahanan Pangan  

Kabupaten Penajam Paser Utara  

Bab III Hasil Penilaian Risiko 

Dalam bab ini diberikan penjelasan terkait kriteria pengukuran dan dampak risiko, 

register risiko dan peta risiko pada kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Penajam Paser Utara.  

Bab IV Rencana  Tindak Pengendalian (RTP), Informasi dan Komunikasi, serta 

Pemantauan 

Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan hasil penilaian resiko yang telah 

dilaksanakan dan rekomendasi tindak pengendalian risiko.  

Bab V Penutup  

Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan hasil penilaian resiko yang telah 

dilaksanakan dan rekomendasi tindak pengendalian risiko.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN 

 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  Dinas Ketahanan Pangan 

Struktur Kelembagaan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser  

Utara diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintah wajib yang berkaitan dengan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.  

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:  

a.  Kepala Dinas;  

b. Sekretariat, membawahkan:  

1. Subbagian Umum;  

2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan  

3. Kelompok Jabatan Fungsional,  

c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;  

d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;  

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;  

f. UPTD; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional.  

1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, 

membina, mengendalikan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan 

mempertanggunglawabkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang ketahanan 

pangan.  

2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan 

Pangan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijakan 

yang ada; 

b. perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan 

Pangan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;  

c. pelaksanaan penetapan pe{anjian kine{a Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan 

ketentuan;  
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d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai 

dengan rencana ke{a yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;  

e. penetapan Standar operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan 

Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;  

f. perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang ketahanan pangan; pelaksanaan 

evduasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;  

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan 

Pangan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan;  

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang 

meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

i. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinela 

Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan;  

j. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan tugas di bidang ketahanan parlgan sebagai bahan pertanggunglawaban;  

k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan; pengendalian pelaksanaan tugas UPTD; 

l. penyelenggaraan keq'a sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka 

mendukung pelaksanaan urusan pemerintah bidang ketahanan pangan; pelaksanaan 

pengendalian tugas di unit kerjanya;  

m. pelaporan, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan 

pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi 

dengan tugas dan fungsi.  

3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 

4) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang 

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan 

program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan 

perlengkapan.  

5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan 

berdasarkan RPJMD sebagai pedoman penyusunan rencana kerja  
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b. penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategrs 

Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;  

c. perumusan pedanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku;  

d. penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana 

kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kineda Dinas Ketahanan Pangan;  

e. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosdur 

(SOP) dan Standar pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;  

f. pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Dinas Ketahanan 

Pangan; 

g. pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi 

kepegawaian dan administrasi umum pada Dinas Ketahanan Pangan;  

h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pendapatan daerah kewenangan pada Dinas 

Ketahanan Pangan; 

i. pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah 

Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan;  

j. pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

di bidang sekretariat;  

k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

Dinas Ketahanan Pangan;  

l. pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Ketahanan 

Pangan;  

m. fasilitasi penataan organisasi dan tatalaksana pada Dinas Ketahanan Pangan;  

n. fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di 

lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;  

o. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan;  

p. pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) serta 

pengelolaan informasi dan dokumentasi;  

q. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

strategis Dinas Ketahanan Pangan, serta pengelolaan keuangan secara berkala yang 

meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan 

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;  

r. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan 

akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;  
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s. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional dan 

bahan penyusunan rencana kebutuhan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan;  

t. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak atau 

instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas 

Ketahanan Pangan;  

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan sebagai bahan 

pertanggungiawaban;pelaksanaan pengendalian tugas di unit ke{anya;  

v. pelaporan, pemberian saran dan petimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai 

bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang kesekretariatan ; dan  

w. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi 

dengan tugas dan fungsi.  

6) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

7)  Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi 

kepegawaian. 

8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian Umum 

menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan 

Pangan;  

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian 

Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

c. penyusunan dan pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan 

lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan;  

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan 

dan perpustakaan dan rapat-rapat;  

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, administrasi 

perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat;  

f. pelaksanaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana pada Dinas 

Ketahanan Pangan; pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan 

Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;  

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai 

bahan pertanggungiawaban;  

h. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya; 
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i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan 

dalam pengambilan kebijakan di bidang umum;  

j. dan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki 

relevansi dengan tugas dan fungsi.  

9) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris.  

10)  Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan.  

11)  Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan 

rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;  

b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

c. penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas 

Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;  

d. penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan Dinas 

Ketahanan Pangan;  

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian 

Internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;  

f. penyiapan bahan dan penyusunan Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan;  

g. pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala; 

h. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

i. penyiapan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan 

keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan;  

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Perencanaan 

Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungiawaban;  

k. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;  

l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan 

dalam pengambilan kebijakan di bidang Perencanaan Program dan Keuangan; dan  

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi 

dengan tugas dan fungsi.  
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12)  Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

13)  Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.  

14)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;  

b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan 

peq'arjian kinerja Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;  

c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan rencana kerja yang 

telah ditetapkan;  

d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan;  

e. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan;  

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bahan analisis 

data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, pengembangan 

kelembagaan distribusi pangan, penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran 

cadangan pangan, penyiapan pemanfaatan cadangan pangan, untuk meningkatkan 

akses masyarakat terhadap pangan, bahan pendampingan di bidang distribusi dan 

cadangan pangan;  

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;  

h. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kegiatannya 

i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan 

masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;  

j. dan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki 

relevansi dengan tugas dan fungsi.  
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15) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

16)  Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. 

17)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan program Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;  

b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan 

pefanjian kine{a Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;  

c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja 

yang telah ditetapkan;  

d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan;  

e. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan prograrn Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan;  

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi 

ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN), bahan analisis data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan 

(NBM), data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH), bahan 

dan analisis data dan informasi untuk harga dan stok pangan;  

g. ketersediaan pangan, bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, 

analisis, bahan pendampingan, dan Penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya 

pendukung ketahanan pangan lainnya, bahan intervensi daerah rawan pangan, bahan 

penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gpzi, data dan informasi 

kerentanan dan ketahanan pangan;  

h. dan bahan pendampingan di bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan;  

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan sebagai bahan pertanggungiawaban;  

j. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;  
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k. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan 

masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; 

dan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki 

relevansi dengan tugas dan fungsi.  

18)  Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.  

19)  Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.  

20)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Bidang 

Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan program Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana keqia Dinas; Ketahanan Pangan;  

b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan 

perjanjian kinerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;  

c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang 

telah ditetapkan;  

d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan; perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Konsumsi 

dan Keamanan Pangan; 

e. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penghitungan 

angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat 

konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, bahan pemanfaatan 

lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, bahan penyusunan peta pola 

konsumsi pangan, bahan analisis, bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang 

beredar, bahan untuk sertilikasi jaminan keamanan pangan segar, bahan jejaring 

keamanan pangan daerah (JKPD) dan bahan pendampingan di bidang konsumsi dan 

Keamanan Pangan;  

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan sebagai bahan pertanggungiawaban; 
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g. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya; pemberian saran dan pertimbangan 

teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di 

bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari 

pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi. 

1. pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan, Kepala Seksi Keamanan Pangan sebagai pertanggung jawaban 

kepada Kepala Dinas; 

2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara 

tertulis. 

 

B. Visi dan Misi  

Visi Dinas Ketahanan Pangan  

" Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Tangguh Berbasis Sumber Daya 

Lokal dan Berorientasi Pada Kemandirian Pangan Daerah" 

 

Misi Dinas Ketahanan Pangan 

1. Meningkatkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta memelihara 

stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat; 

2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman; 

3. Melaksanakan Koordinasi lintas Instansi dalam rangka menjamin distribusi pangan; 

4. Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan serta pengembangan dan 

pemantauan ketahanan pangan; 

5. Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansi terkain dalam perumusan 

kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan; 

6. Meningkatkan ketersediaan pangan serta terciptanya pengenakaragaman konsumsi dan 

pengawasan keamanan pangan. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

a) Peningkatan pelayanan prima kepada publik 

b) Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian 

2. Sasaran 

a) Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi 

informasi 

b) Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah 
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D. Strategi dan Kebijakan 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam 

Paser Utara adalah strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang selaras dengan strategi dan 

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka 

menengah  Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah Inspektorat, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas 

RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Strategi dan kebijakan dalam 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan  Dinas 

Ketahanan Pangan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi 

Inspektorat.  

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan 

Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan pelayanan prima kepada publik 

2. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian 

 

E. Rencana Program dan Kegiatan Utama   

1. Rencana Program 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan 

untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

Program yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 

untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

b) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian 

Pangan 

c) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

d) Program  Penanganan Kerawanan Pangan 

e) Program Pengawasan Keamanan Pangan 
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2. Rencana Kegiatan 

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam 

kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang 

disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari Program Kerja Pengawasan Tahunan inilah yang 

akan dipertanggungjawabkan dalam LKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat 

pencapaian/keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah, baik secara 

kualitatif maupun Kuantitatif. 

Adapun kegiatan-kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 

untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

f. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

g. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 

Pangan 

h. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 

i. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

j. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan 

Angka Kecukupan Gizi 

k. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

l. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

m. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 
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BAB III  

HASIL PENILAIAN RISIKO  

 

A. Kriteria Pengukuran dan Dampak 

Sebelum melakukan penilaian risiko dimulai, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria 

dan skala dampak dan kemungkinan yang akan digunakan. Berikut kriteria kemungkinan 

dan skala dampak : 

1. Matrik Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko  

KEMUNGKINAN/ 

PROBABILITAS 
KETERANGAN NILAI 

Sangat jarang terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 5 tahun atau lebih 1 

Jarang terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 4 tahun  2 

Hampir / pasti terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun  3 

Sering terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 2 tahun  4 

Sangat sering terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun 5 

Tabel 3.1. Matrik Tingkat Kemungkinan  

2. Matrik Tingkat Dampak Terjadinya Risiko 

TINGKAT 

DAMPAK 
KETERANGAN NILAI 

Sangat rendah 

a. Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara 

signifikan. 

b. Tidak mengganggu pelayanan. 

c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pelaksana. 

d. Tidak ada kerugian material. 

1 

Rendah 

a. Tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan 

secara signifikan. 

b. Agak mengganggu pelayanan. 

c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat 

Esselon IV. 

d. Kerugian kurang material. 

2 

Sedang 

a. Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. 

b. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. 

c. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat 

Esselon III. 

d. Mengganggu administrasi program. 

e. Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun keuangan. 

3 

Tinggi 

a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan.  

b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. 

c. Mengancam terhambatnya program. 

d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan 

Unit Kerja. 

e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non 

keuangan. 

4 
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Sangat Tinggi 

a. Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan.  

b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari. 

c. Mengancam terhambatnya program. 

d. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh Pimpinan 

Unit Kerja. 

e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non 

keuangan. 

5 

Tabel 3.2. Matrik Tingkat Dampak. 

3. Matrik Tingkat Risiko Ditentukan Berdasarkan Tingkat Dampak Terjadinya Risiko 

(Analisis Risiko) 

 

Matrik Analisis Risiko 

Konsekuensi / Dampak  

1 2 3 4 5 

Tidak 

signifika

n 

Kurang 

signifika

n 

Signifika

n tinggi 

Sangat 

signifika

n 

Ekstri

m 

Kemungkina

n 

5 Pasti Terjadi 5 10 15 20 25 

4 
Hampir pasti 

terjadi 
4 8 12 16 20 

3 

Kemungkina

n besar 

terjadi 

3 6 9 12 15 

2 
Kemungkina

n kecil terjadi 
2 4 6 8 10 

1 

Hampir 

mustahil 

terjadi 

1 2 3 4 5 

                                           Tabel 3.3. Matrik Peta Risiko. 

Keterangan  

Warna Biru       :    Sangat rendah, risiko dapat diterima 

Warna Hijau  :    Rendah, risiko dapat diterima 

Warna Kuning :    Sedang, risiko dapat diterima  

Warna Oranye :    Tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan selanjutnya 

Warna Merah  :    Sangat tinggi, risiko tidak dapat diterima/penanganan prioritas 

 

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator 

kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi 

yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan 

menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat 

konsekuensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci 

dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek 

keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan.  
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B. Register Risiko  

Penyusunan register risiko terkait dengan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

2025 dengan nomor Pengesahan : - pada tanggal : -, dan total anggaran sebesar Rp 

9.501.218.849,00 terdiri dari 5 Program Kegiatan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 3.4. Program Kegiatan yang Disampel Penilaian Risiko 

 

No. Program Kegiatan Total Anggaran 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
Rp6.961.759.798,00 

2 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk 

Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 
Rp198.054.614,00 

3 
Program  Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 
Rp1.605.174.291,00 

4 
Program   Penanganan Kerawanan 

Pangan 
Rp615.994.645,00 

5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp120.235.501,00 

Total Anggaran Rp 9.501.218.849,00 



19 

 
 

 Dalam Penyusunan register risiko, Dinas Ketahanan  Pangan melakukan risiko pada program dan kegiatan sebabagi berikut : 

 

1. Program Perangkat Daerah  
 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 

Total Anggaran : Rp 9.501.218.849,00 

(Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus 

Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam 

Rupiah) 

No. Program 
Pagu Anggaran 

Program 
Risiko Program 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi status 

risiko 

1. 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp6.961.759.798,00 

Terhambatnya 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

dan Menurunnya  

nilai Indeks 

Kepuasan  

Masyarakat 

(IKM)  

Internal 

Kurangnya 

sarana dan 

prasarana 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

2 3 6 
Rendah, risiko dapat 

diterima 

2. 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN dan 

KEMANDIRIAN 

PANGAN 

Rp198.054.614,00 

Tidak 

tersedianya 

sumber daya 

ekonomi 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Internal 

Anggaran tidak 

mencukupi 

untuk 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Masyarakat 4 3 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 
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3. 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Rp1.605.174.291,00 

Tidak 

tercapainya 

diversifikasi 

pangan dan 

ketahanan 

pangan 

masyarakat 

Internal 

Jumlah 

anggaran yang 

tersedia tidak 

memadai untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

Masyarakat 3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 

4. 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Rp615.994.645,00 

Wilayah rawan 

pangan tidak 

tertangani 

Internal 

Jumlah 

anggaran yang 

tidak 

mencukupi dan 

kurangnya 

SDM yang ahli 

di bidangnya 

Masyarakat 3 3 9 
Sedang, risiko dapat 

diterima 

5. 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

Rp120.235.501,00 

Tidak adanya 

pengawasan 

terhadap 

keamanan 

pangan segar di 

masyarakat 

Internal 

Tidak ada 

sarana dan 

prasarana untuk 

melakukan 

pengujian mutu 

dan keamanan 

Pangan Segar 

Asal Tumbuhan 

(PSAT) 

Masyarakat 3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 

Tabel. 3.5 Penilian Risiko Program di Dinas Ketahanan Pangan 

  

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah 

 

 Pada  kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan 

memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 65.123.828 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 
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1. Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

 Rp 65.123.828,00  Berkurangnya 

dokumen  

perencanaan 

perangkat 

daerah yang 

disusun tepat 

waktu  

Internal Gangguan 

sistem aplikasi / 

jaringan, 

Keterlambatan 

dalam 

pengumpulan 

data 

perencanaan, 

Terdapat 

Perubahan 

Kebijakan 

perencanaan 

dari Pemerintah 

Pusat/Pimpinan  

karena suatu 

kondisi tertentu  

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

  

3 3 9 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 

 

Tabel 3.6 Penilaian Risiko Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

 

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table 

berikut. 

 

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 4.804.684.050 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber 

Risiko 

(Internal/Ek

sternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status risiko 

1. Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

 Rp 4.662.244.050,00  Keterlambatan 

pembayaran gaji 

dan tunjangan dan 

Terjadinya  

perubahan data 

ASN (mutasi data) 

Internal Gangguan 

sistem aplikasi / 

jaringan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 Sedang, 

risiko dapat 

diterima 
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2. Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

 Rp 142.440.000,00  Keterlambatan 

pembayaran 

honorarium 

Internal Gangguan 

sistem aplikasi / 

jaringan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 Sedang, 

risiko dapat 

diterima 

Tabel 3.7 Penilaian Risiko Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 

 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table 

berikut. 

 

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 547.867.200 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksterna

l) 

Faktor penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 

1. 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

 Rp170.237.900,00  

Tidak tersedianya 

barang dengan  

kebutuhan yang 

diperlukan 

Internal 

Anggaran tidak 

mencukupi dan 

Belum terdaftarnya  

penyedia dalam 

katalog  

lokal, sehingga sulit 

dalam  

proses belanja 

daring. 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 

2. 

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

 Rp             

219.882.300,00  

1. Rapat tidak 

terselenggara  2. 

Tidak dapat 

menghadiri 

undangan rapat 

koordinasi dan 

konsultasi antar 

instansi 

Internal 

Kurangnya kendali  

terhadap kegiatan  

perjalanan dinas yang  

bersifat penting,  

sehingga 

anggarannya  

habis sebelum tahun  

anggaran berakhir.  

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 
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3. 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik pada 

SKPD 

 Rp157.747.000,00  

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maint

enance sistem 

aplikasi 

Internal 
Anggaran tidak 

mencukupi 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Masyarakat 

3 2 6 

Rendah, 

risiko 

dapat 

diterima 

 

Tabel 3.8 Penilaian Risiko Kegiatan Administrasi  Umum  Perangkat Daerah Perangkat Daerah 

 

5.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada 

table berikut. 

 

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Total Anggaran : Rp 965.881.762 

(Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus 

Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkina

n 

Tingkat 

Dampa

k 

Statu

s 

Risik

o 

Deskripsi 

status 

risiko 

1. 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

 Rp 35.760.730,00  

Pengadaan ATK 

tidak dapat 

terealisasi lengkap 

sesuai kebutuhan 

Internal 

Keterbatasan 

anggaran karna 

Adanya peningkatan  

kebutuhan 

penyediaan  

jasa surat menyurat 

dalam  

setiap bidang 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 

2. 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan 

Listrik 

 Rp 91.359.564,00  

1. Gangguan internet  

2. Air tidak mengalir  

3. Pemadaman 

Listrik 

Internal 
Keterlambatan 

pembayaran tagihan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

2 4 8 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 
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3. 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor 

 Rp 

838.761.468,00  

Keterlambatan 

pembayaran 

honorarium 

Internal 

Gangguan sistem 

aplikasi / jaringan 

dan Kurangnya 

komunikasi dan 

koordinasi dalam hal 

permintaan jasa 

pelayanan kantor  

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 

Sedang, 

risiko 

dapat 

diterima 

Tabel 3.9 Penilaian Risiko Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total Anggaran : Rp 578.202.958 

No

. 
Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber 

Risiko 

(Internal

/Ekstern

al) 

Faktor penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status risiko 

1. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

 Rp 532.831.261,00  

1. Kendaraan rusak 

karena tidak 

diservis secara 

rutin  2. Denda atas 

keterlambatan 

pajak kendaraan 

Internal 

Kurangnya koordinasi 

antara  

pemegang barang dan  

pengurus barang dan 

Kurangnya kontrol 

pejabat/staf yang 

membidangi terhadap 

masa waktu 

pemeliharaan 

kendaraan dinas 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 4 12 

Tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/penan

ganan 

selanjutnya 

2. 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
 Rp 12.020.000,00  

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/main

tenance peralatan 

sehingga peralatan 

rusak dan tidak 

dapat digunakan 

Internal 
Anggaran tidak 

mencukupi 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 
Sedang, risiko 

dapat diterima 
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3. 

Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

 Rp  33.351.697,00  

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/main

tenance gedung 

Internal 

Anggaran tidak 

mencukupi untuk 

penanganan  

kerusakan gedung 

kantor dan bangunan.  

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

3 3 9 
Sedang, risiko 

dapat diterima 

 

Tabel 3.10 Penilaian Risiko Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

7. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 
Total Anggaran : Rp 198.054.614 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 

1. 

Penyediaan 

Infrastruktur 

Pendukung 

Kemandirian 

Pangan 

Lainnya 

 Rp 198.054.614,00  

Kurangnya 

jumlah 

infrastruktur 

pendukung 

kemandirian 

pangan 

Internal 

Anggaran tidak 

mencukupi 

untuk 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kemandirian 

pangan 

Petani 4 3 12 

Tinggi, 

risiko 

tidak 

dapat 

diterima/p

enangana

n 

selanjutny

a 
 

 Tabel 3.11 Penilaian Risiko Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

 

8. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan,  dengan hasil 

identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

Total Anggaran : Rp 829.105.204 

(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus 

Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh 

Rupiah) 
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No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko 

Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status risiko 

1. Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan 

Keluarga 

 Rp 337.777.160,00  Sulitnya 

tercipta 

ketahanan 

pangan di 

tingkat 

keluarga 

mengakib

atkan 

tidak ada 

stok 

pangan 

yang 

tersedia 

secara 

swadaya 

di 

masyarak

at serta 

minimnya 

penganek

aragaman 

pangan 

mengakib

atkan 

minimnya 

upaya 

dalam 

penekana

n angka 

stunting 

Internal 

Kurangnya 

dukungan 

pemerintah dan 

stakeholder 

terkait dalam 

pencapaian 

ketahanan 

pangan keluarga 

(pemerintah 

desa, kelompok 

masyarakat/swa

daya, serta dinas 

teknis terkait)  

Masyarakat 3 4 12 

Tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/pen

anganan 

selanjutnya 
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2. Pengembang

an 

Kelembagaan 

Distribusi 

Pangan 

Kabupaten/k

ota 

 Rp 143.914.770,00  Kemandir

ian 

pengemba

ngan 

kelemban

gan 

distribusi 

pangan 

yang sulit 

berkemba

ng tanpa 

adanya 

pendampi

ngan dan 

pembinaa

n dalam 

mengemb

angkan 

produkny

a 

Internal Kurangnya 
dukungan 
pemerintah 
baik secara 
moral berupa 
pembinaan 
pendampingan 
maupun 
finansial 

Masyaraka
t 

3 3 9 Sedang, 

risiko dapat 

diterima 

3. Pemantauan 

Stok Pangan 

 Rp 109.532.832,00  Jumlah 

stok 

pangan 

(beras) di 

tingkat 

produsen  

tidak 

teridentifi

kasi  

Internal Pendataan di 
tingkat 
produsen yang 
tidak terpantau 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
dan 
Masyaraka
t 

5 3 15 Tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/pen

anganan 

selanjutnya 
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4. Pemantauan 

Harga dan 

Pasokan 

Pangan 

 Rp 205.685.720,00  Terjadiny

a lonjakan 

harga 

pangan 

yang 

dapat 

mempeng

aruhi 

stabilitas 

pasokan 

dan harga 

pangan  

Internal Data informasi 
harga dan 
pasokan 
pangan yang 
tidak merata 
dan kontinyu 
sehingga tidak 
ada peringatan 
dini akan 
terkendalanya 
stabilitas harga 
dan pasokan 
pangan 

Masyaraka
t 

5 4 20 Sangat 

tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/pen

anganan 

prioritas 

5. Penyusunan 

Neraca 

Bahan 

Makanan 

(NBM) 

 Rp 32.194.722,00  Lemahny

a data 

pendukun

g 

instrumen 

gambaran 

situasi 

ketersedia

n pangan 

di suatu 

wilayah 

pada 

periode 

tertentu 

Internal Gambaran 
situasi pangan 
(produksi, 
impor dan 
stok) dan 
penggunaan 
ketersediaan 
pangan untuk 
konsumsi 
penduduk 
wilayah 
tertentu serta 
mengetahui 
tingkat Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 
ketersedian 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
dan 
Masyaraka
t 

5 4 20 Sangat 

tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/pen

anganan 

prioritas 

Tabel 3.12 Penilaian Risiko Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
 

9. Kegiatan  Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota,  dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang 

ditunjukan pada table berikut. 

 



29 

 
 

Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 659.182.860 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 

1. 

Pengadaan 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 Rp 

590.975.478,00  

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, bencana 

alam dan/atau 

menghadapi 

keadaan darurat 

Eksternal 

Bencana alam, 

bencana sosial 

dan 

kemiskinan 

Masyarakat 3 3 9 

Sedang, 

risiko dapat 

diterima 

2. 

Pemeliharaan 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 Rp 23.212.188,00  

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, rawan 

pangan akibat 

bencana alam 

dan/atau 

menghadapi 

keadaan darurat 

Eksternal 

Bencana alam, 

bencana sosial 

dan 

kemiskinan 

Masyarakat 3 3 9 

Sedang, 

risiko dapat 

diterima 
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3.  

Penyaluran 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kab/Kota 

 Rp 44.995.194,00  

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, rawan 

pangan akibat 

bencana alam 

dan/atau 

menghadapi 

keadaan darurat 

Eksternal 

Bencana alam, 

bencana sosial 

dan 

kemiskinan 

Masyarakat 3 3 9 

Sedang, 

risiko dapat 

diterima 

Tabel 3.13 Penilaian Risiko Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  

 
10. Kegiatan   Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
Total Anggaran : Rp 29.358.197 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 
Status Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 

1. 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Penentuan 

Harga 

Minimum 

Pangan 

Pokok 

Lokal 

 Rp               

29.358.197,00  

Kurang 

maksimalnya 

pemanfaatan 

pangan sumber 

daya lokal dan 

rendahnya 

kemampuan 

pengolahan 

pangan sumber 

daya lokal dalam 

peningkatan 

Internal 

Kurangnya 

dukungan 

pemerintah 

daerah dalam 

pemanfaatan 

pangan 

sumberdaya 

lokal, 

pengelolaan 

pangan 

sumber daya 

lokal dalam 

Masyarakat 3 3 9 

Sedang, 

risiko dapat 

diterima 
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Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
Total Anggaran : Rp 29.358.197 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 
Status Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 

penganekaragaman 

konsumsi pangan 

bentuk atensi 

promosi 

pemberdayaan 

pangan lokal, 

finansial dan 

dukungan 

moriil 

Tabel 3.14 Penilaian Risiko Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

 
11. Kegiatan   Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi  hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan 

Pangan memiliki resiko yang ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan 

Angka Kecukupan Gizi 
Total Anggaran : Rp 87.528.030 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi 

status 

risiko 
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1. 

Penyusunan 

dan 

Penetapan 

Target 

Konsumsi 

Pangan Per 

Kapita Per 

Tahun 

 Rp 87.528.030,00 

Tidak 

tersedianya data 

pola pangan 

harapan untuk 

perencanaan 

daerah dalam 

upaya 

peningkatan 

penganekaraga

man pangan, 

tidak 

terlaksananya 

peningkatan 

penganekaraga

man pangan 

melalu pola 

Beragam 

Bergizi 

Seimbang & 

Aman (B2SA) 

mengakibatkan 

rendahnya skor 

pola pangan 

harapan daerah 

Internal 

Tidak adanya 

dukungan 

pemerintah daerah 

dan tidak ada 

kerjasama antar 

SKPD daerah 

dalam 

pelaksaannya 

mengakibatkan 

rendahnya upaya 

peningkatan 

penganekaragaman 

pangan dan kurang 

akuratnya data 

yang disajikan  

Masyarakat 3 4 12 

Tinggi, 

risiko 

tidak dapat 

diterima/p

enanganan 

selanjutny

a 

Tabel  3.15. Penilaian  Risiko Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi 

 

 
12. Kegiatan   Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang 

ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Total Anggaran : Rp 8.331.140 

No. 
Sub 

Kegiatan 
 Pagu Anggaran   

Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber 

Risiko 

(Internal/Ek

sternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi status 

risiko 
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1. 

Penyusunan, 

Pemutakhiran 

dan Analisis 

Peta 

Ketahanan 

dan 

Kerentanan 

Pangan 

 Rp 8.331.140,00  Data lintas 

sektor yang 

mendukung 

dalam 

penyusunan 

peta ketahanan 

dan kerentanan 

pangan (food 

security and 

vulnerability 

atlas - FSVA) 

tidak akurat 

Internal Adanya 

perbedaan 

komponen 

penilaian 

dari setiap 

OPD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

5 4 20 Sangat tinggi, risiko 

tidak dapat 

diterima/penanganan 

prioritas 

Tabel 3.16 Penilai Risiko Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 
13. Kegiatan   Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko yang 

ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 607.663.505 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber 

Risiko 

(Internal/Ekst

ernal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi status 

risiko 

1. 

Pelaksanaan 

Pengadaan, 

Pengelolaan, 

dan Penyaluran 

Cadangan 

Pangan pada 

Kerawanan 

Pangan yang 

Mencakup 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Rp 599.991.705,00 

Penyaluran 

bantuan yang 

tidak tepat 

sasaran 

Internal 

Data 

tentang 

Keluarga 

Penerima 

Manfaat 

(KPM) 

yang tidak 

valid 

Masyarakat 4 3 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penangan

an selanjutnya 
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2. 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan dan 

Gizi 

Kabupaten/Kota 

 Rp  7.671.800,00  

Data yang 

tersedia tidak 

valid 

Internal 

Data yang 

dikumpulka

n petugas 

lapangan 

tidak 

sinkron 

dengan data 

dari SKPD 

yang ada di 

Tim Pokja 

Masyarakat 4 3 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penangan

an selanjutnya 

Tabel 3.17 Penilai Risiko Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 
14. Kegiatan   Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki resiko 

yang ditunjukan pada table berikut. 

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 120.235.501 

No. Sub Kegiatan  Pagu Anggaran   
Risiko Sub 

Kegiatan 

Sumber Risiko 

(Internal/Eksternal) 

Faktor 

penyebab 

Risiko 

Pihak 

yang 

terdampak 

Tingkat 

Kemungkinan 

Tingkat 

Dampak 

Status 

Risiko 

Deskripsi status 

risiko 

1. 

Rekomendasi 

Keamanan 

Pangan Segar 

Asal Tumbuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Rp 29.332.937,00  

Tidak adanya 

rekomendasi 

keamanan dan 

mutu  pangan 

aman bagi 

masyarakat  

Internal 

Tidak dapat 

melakukan 

proses 

kegiatan 

rekomendasi 

PSAT yang 

aman dan 

bermutu 

Kabupaten 

PPU 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Masyarakat 

3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 
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2. 

Rekomendasi 

Perizinan 

keamanan 

pangan segar 

asal tumbuhan 

 Rp 23.523.662,00  

Tidak adanya 

jaminan tertulis 

(registrasi/sertifi

kasi) yang 

diberikan oleh 

institusi untuk 

menyatakan 

bahwa PSAT 

memenuhi 

standar 

keamanan dan 

mutu 

Internal 

Tidak dapat 

melakukan 

proses 

kegiatan 

perijinan 

sertifikasi dan 

registrasi 

PSAT 

Kabupaten 

PPU  

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Masyarakat 

3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 

3. 

Penyediaan 

Sarana 

Pengujian 

keamanan dan 

mutu pangan 

segar asal 

tumbuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Rp               

57.921.742,00  

Tidak  dapat 

melakukan  

pengawasan uji 

keamanan dan 

mutu PSAT  baik 

pada pre market 

maupun pos 

market 

kabupaten   

Internal 

Tidak adanya 

sarana dan 

prasarana 

alat, bahan, 

uji 

cepat/rapid 

test dan uji 

laboratorium 

pusat 

Masyarakat 3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 

4. 

Penguatan 

kelembagaan 

pengawas 

keamanan dan 

mutu pangan 

segar asal 

tumbuhan 

 Rp                 

9.457.160,00  

Tidak dapat 

melakukan 

koordinasi, 

sosialisasi, 

promosi sesuai 

tugas dan fungsi 

kewenangan 

untuk melakukan 

pengawasan 

keamanan 

pangan dan mutu 

PSAT 

Internal 

Kurangnya 

dukungan 

kuatnya 

kelembagaan 

untuk 

meningkatkan 

pengawasan 

keamanan 

pangan baik 

antar 

OKKPD 

Kabupaten, 

OKKPD 

Propinsi, dan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Masyarakat 

3 4 12 

Tinggi, risiko tidak 

dapat 

diterima/penanganan 

selanjutnya 
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OKKPD 

Pusat   

Tabel 3.18 Penilai Risiko Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 

 

Selanjutnya berdasarkan  penilain Tingkat kemungkinan dan Tingkat dampak diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria 

pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan kegiatan, seperti terlihat pada table berikut adalah daftar risiko yang ada. 

 

 

Daftar Risiko (Risk Register) 

 

1.  Program   

 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 

Total Anggaran : Rp 
9.501.218.849,00 

(Delapan Milyar Seratus Enam Puluh 
Sembilan Juta Lima Ratus Delapan 

Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus 
Delapan Puluh Enam Rupiah) 

No. Program Pagu Anggaran Program 
Risiko 

teridentifikasi 
Pemilik 
risiko 

Penyebab 
risiko 

Dampak Pengendalian yang ada 

1. 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp6.961.759.798,00 

Terhambatnya urusan 

pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dan 

Menurunnya  

nilai Indeks 

Kepuasan  

Masyarakat (IKM)  

Kepala 

Dinas 

Kurangnya 

sarana dan 

prasarana 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

Tidak 

optimalnya 

pelayanan 

kepada 

masyarakat 

1. Mengajukan peningkatan 

kualitas SDM  2. 

Penambahan sarana dan 

prasarana pendukung 

pelayanan 
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2. 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN dan 

KEMANDIRIAN 

PANGAN 

Rp198.054.614,00 

Tidak tersedianya 

sumber daya ekonomi 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian pangan 

Kepala 

Dinas 

Anggaran 

tidak 

mencukupi 

untuk 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Masyarakat 

harus 

membangun 

infrastruktur 

secara mandiri 

untuk 

mendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Mengajukan permintaan 

anggaran untuk dialokasikan 

ke pembangunan 

infrastruktur pendukung 

kedaulatan dan kemandirian 

pangan agar dapat 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

3. 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Rp1.605.174.291,00 

Tidak tercapainya 

diversifikasi pangan 

dan ketahanan 

pangan masyarakat 

Kepala 

Dinas 

Jumlah 

anggaran yang 

tersedia tidak 

memadai 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

Masyarakat 

tidak teredukasi 

mengenai 

keanekaragaman 

pangan yang 

dapat 

menunjang 

ketahanan dan 

kemandirian 

pangan  

1. Mengajukan permintaan 

anggaran untuk kegiatan 

edukasi ke masyarakat  2. 

Meningkatkan jumlah dan 

kualitas SDM yang akan 

memberikan edukasi ke 

masyarakat 

4. 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Rp615.994.645,00 

Wilayah rawan 

pangan tidak 

tertangani 

Kepala 

Dinas 

Jumlah 

anggaran yang 

tidak 

mencukupi 

dan kurangnya 

SDM yang 

ahli di 

bidangnya 

Semakin 

meningkatnya 

jumlah wilayah 

rawan pangan 

1. Mengajukan permintaan 

anggaran untuk kegiatan 

edukasi ke masyarakat serta 

pemberian bantuan pangan  

2. Meningkatkan jumlah dan 

kualitas SDM yang akan 

memberikan edukasi ke 

masyarakat 

5. 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

Rp120.235.501,00 

Tidak adanya 

pengawasan terhadap 

keamanan pangan 

segar di masyarakat 

Kepala 

Dinas 

Tidak ada 

sarana dan 

prasarana 

untuk 

melakukan 

pengujian 

mutu dan 

keamanan 

Tidak ada 

jaminan bahwa 

PSAT yang 

dikonsumsi 

masyarakat 

aman dari 

pestisida dan 

bahan kimia 

1. Mengajukan permintaan 

anggaran untuk pengujian 

PSAT dan pengadaan sarana 

prasarana pengujian 

keamanan PSAT  2. 

Meningkatkan jumlah dan 

kualitas SDM yang 
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Pangan Segar 

Asal 

Tumbuhan 

(PSAT) 

berbahaya 

lainnya 

melakukan pengujian 

keamanan PSAT 

Table 3.19 Daftar Risiko Program di Dinas Ketahan Pangan 

 

2. Kegiatan Perencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
Total Anggaran : Rp 65.123.828   

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Rp65.123.828,00 

Berkurangnya 

dokumen  

perencanaan perangkat 

daerah yang disusun 

tepat waktu  

Sekretariat 

Gangguan sistem 

aplikasi / jaringan, 

Keterlambatan dalam 

pengumpulan data 

perencanaan, Terdapat 

Perubahan Kebijakan 

perencanaan dari 

Pemerintah 

Pusat/Pimpinan  

karena suatu kondisi 

tertentu  

Pekerjaan 

tim 

perencanaan 

jadi 

terhambat, 

Ketidak 

selarasan 

antar 

Dokumen 

Perencanaan 

(Renstra,  

Renja) dan 

terhambatnya 

pencapaian 

tujuan yang 

telah disusun 

dalam 2 

dokumen 

perencanaan  

Penambahan anggaran 

untuk pegawai yang 

lembur di luar jam 

kerja, Penyesuaian 

terhadap Program dan 

kegiatan yang  

tidak termasuk dalam 

Program prioritas  

Tabel 3.20 Daftar Risiko Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah 
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3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 4.804.684.050 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak Pengendalian yang ada 

1. 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Rp4.662.244.050,00 

Keterlambatan 

pembayaran gaji dan 

tunjangan dan 

Terjadinya  

perubahan data ASN 

(mutasi data) 

Keuangan 
Gangguan sistem aplikasi 

/ jaringan 

Pegawai 

jadi kurang 

bersemangat 

dalam 

bekerja 

Memberikan pemahaman 

kepada pegawai 

mengenai kendala yang 

ada 

2. 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Rp142.440.000,00 
Keterlambatan 

pembayaran honorarium 
Keuangan 

Gangguan sistem aplikasi 

/ jaringan 

Pegawai 

jadi kurang 

bersemangat 

dalam 

bekerja 

Memberikan pemahaman 

kepada pegawai 

mengenai kendala yang 

ada dan Menyiapkan 

Dokumen Pengajuan  

Sedini Mungkin  

Tabel 3.21 Daftar Risiko Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 

4.    Kegiatan Administarsi Umum Perangkat Daerah 

 

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 547.867.200 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

Rp170.237.900,00 

Tidak tersedianya  

barang dengan  

kebutuhan yang  

diperlukan 

Sekretariat 

Anggaran tidak 

mencukupi dan 

Belum 

terdaftarnya  

penyedia dalam 

katalog  

lokal, sehingga 

Belum terdaftarnya 

penyedia dalam 

katalog lokal, 

sehingga sulit dalam 

proses belanja daring.  

Melakukan pendataan 

dan  

pendaftaran dalam 

katalog  

lokal untuk kegiatan  

Penyediaan Jasa 

Peralatan  
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sulit dalam  

proses belanja 

daring. 

dan Perlengkapan 

Kantor  

2. 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Rp219.882.300,00 

1. Rapat tidak 

terselenggara  2. Tidak 

dapat menghadiri 

undangan rapat koordinasi 

dan konsultasi antar 

instansi 

Sekretariat 

Kurangnya 

kendali  

terhadap 

kegiatan  

perjalanan dinas 

yang  

bersifat penting,  

sehingga 

anggarannya  

habis sebelum 

tahun  

anggaran 

berakhir.  

Kurangnya 

koordinasi antar 

bidang dapat 

menyebabkan 

pelaksanaan setiap 

kegiatan tidak 

berjalan dengan baik 

Mengadakan/mengikuti 

rapat via zoom jika 

memungkinkan 

3 

Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

Rp157.747.000,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

sistem aplikasi 

Sekretariat 
Anggaran tidak 

mencukupi 

Setiap kegiatan yang 

telah dilaksanakan 

tidak dapat 

dipublikasikan via 

aplikasi berbasis 

web, dan masyarakat 

tidak dapat 

memantau setiap 

kegiatan Dinas 

Ketahanan Pangan 

Publikasi kegiatan via 

social media 

Tabel 3.22  Daftar Risiko Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
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5.   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah 

 

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Total Anggaran : Rp 965.881.762 

(Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu 

Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
Rp35.760.730,00 

Pengadaan ATK tidak 

dapat terealisasi 

lengkap sesuai 

kebutuhan 

Sekretariat 

Keterbatasan anggaran 

karna Adanya 

peningkatan  

kebutuhan penyediaan  

jasa surat menyurat 

dalam  

setiap bidang 

Pekerjaan 

jadi tidak 

maksimal 

Menghemat 

penggunaan ATK 

2. 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Rp91.359.564,00 

1. Gangguan internet  

2. Air tidak mengalir  

3. Pemadaman Listrik 

Keuangan 
Keterlambatan 

pembayaran tagihan 

Pekerjaan 

jadi 

terhambat 

Membuat pengingat 

agar pembayaran 

tagihan tidak terlambat 

3. 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
Rp838.761.468,00 

Keterlambatan 

pembayaran 

honorarium 

Keuangan 

Gangguan sistem 

aplikasi / jaringan dan 

Kurangnya komunikasi 

dan koordinasi dalam hal 

permintaan jasa 

pelayanan kantor  

Pegawai 

jadi kurang 

bersemangat 

dalam 

bekerja 

Memberikan 

pemahaman kepada 

pegawai mengenai 

kendala yang ada 

Tabel 3.23 Daftar Risiko Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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6. Program Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Total Anggaran : Rp 578.202.958 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian 

yang ada 

1. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Rp532.831.261,00 

1. Kendaraan rusak karena 

tidak diservis secara rutin  

2. Denda atas 

keterlambatan pajak 

kendaraan 

Keuangan 

Kurangnya koordinasi 

antara  

pemegang barang dan  

pengurus barang dan 

Kurangnya kontrol 

pejabat/staf yang 

membidangi terhadap 

masa waktu pemeliharaan 

kendaraan dinas 

Kendaraan 

tidak dapat 

dimanfaatkan 

secara 

maksimal dan 

anggaran 

pengeluaran 

lebih besar 

untuk 

membayar 

denda 

Membuat 

pengingat 

agar 

pembayaran 

pajak tidak 

terlambat, 

serta 

mengecek 

secara berkala 

kondisi 

kendaraan 

2. 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
Rp12.020.000,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

peralatan sehingga 

peralatan rusak dan tidak 

dapat digunakan 

Semua 

Pegawai 

Anggaran tidak 

mencukupi 

Peralatan 

tidak dapat 

dimanfaatkan 

secara 

maksimal 

Mengecek 

kondisi 

peralatan 

secara berkala 

dan 

menggunakan 

peralatan 

dengan bijak 
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3. 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Rp33.351.697,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

Gedung 

Bagian 

Umum 

Anggaran tidak 

mencukupi untuk 

penanganan  

kerusakan gedung kantor 

dan bangunan.  

Jika terjadi 

kerusakan 

gedung, akan 

menghambat 

kinerja 

pegawai 

Mengecek 

kondisi 

gedung secara 

berkala dan 

rutin 

melakukan 

pemeliharaan 

Tabel 3.24 Daftar Risiko Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah 

 

7.     Program Kegiatan   Penyediaan Infrastuktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 

Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 
Total Anggaran : Rp 198.054.614 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 

Penyebab 

risiko 
Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Penyediaan Infrastruktur 

Pendukung Kemandirian 

Pangan Lainnya 

Rp198.054.614,00 

Kurangnya jumlah 

infrastruktur 

pendukung 

kemandirian pangan 

Petani 

Anggaran tidak 

mencukupi 

untuk 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kemandirian 

pangan 

Petani akan 

kesulitan dalam 

proses pasca panen 

(seperti menjemur 

dan menyimpan 

gabah sebelum 

digiling), dan akan 

berdampak pada 

Ketahanan pangan 

wilayah 

Menggunakan 

infrastruktur yang ada 

milik masyarakat (jika 

ada) 

Tabel 3.25 Daftar Risiko Kegiatan Penyediaan Infrastuktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

 

8. Program Kegiatan  Penyediaan  dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai  dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalan Rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
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Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

Total Anggaran : Rp 829.105.204 

(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh 

Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 
Peningkatan Ketahanan 

Pangan Keluarga 
Rp337.777.160,00 

Sulitnya tercipta 

ketahanan pangan di 

tingkat keluarga 

mengakibatkan tidak 

ada stok pangan yang 

tersedia secara 

swadaya di masyarakat 

serta minimnya 

penganekaragaman 

pangan mengakibatkan 

minimnya upaya 

dalam penekanan 

angka stunting 

Masyarakat 

Kurangnya 

dukungan 

pemerintah dan 

stakeholder terkait 

dalam pencapaian 

ketahanan pangan 

keluarga (pemerintah 

desa, kelompok 

masyarakat/swadaya, 

serta dinas teknis 

terkait)  

Tidak adanya 

sumber pangan 

keluarga sebagai 

penyedia pangan 

pada lapisan 

masyarakat 

pertama, rendahnya 

edukasi tentang 

pentingnya produksi 

& penyediaan 

pangan keluarga 

ditingkat 

masyarakat 

Pemberdayaan 

kelompok masyrakat 

berbasis swadaya 

dalam peningkatan 

ketahanan pangan 

keluarga melalui 

kegiatan 

Pengembangan Desa 

B2SA (Beragam, 

Bergizi Seimbang & 

Aman) , kerja sama 

dengan pemerintah 

desa dalam promosi 

pemanfaatan lahan 

sempit sebagai 

sumber ketahanan 

pangan keluarga 

2. 

Pengembangan 

Kelembagaan Distribusi 

Pangan Kabupaten/kota 

Rp143.914.770,00 

Kemandirian 

pengembangan 

kelembangan distribusi 

pangan yang sulit 

berkembang tanpa 

adanya pendampingan 

dan pembinaan dalam 

mengembangkan 

produknya 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Kurangnya 

dukungan 

pemerintah baik 

secara moral berupa 

pembinaan 

pendampingan 

maupun finansial 

Kelembagaan 

Distribusi pangan 

yang sulit 

berkembang 

Pendampingan dan 

pembinaan pada 

kelembagaan 

distribusi pangan 
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3. 
Pemantauan Stok 

Pangan 
Rp109.532.832,00 

Jumlah stok pangan 

(beras) di tingkat 

produsen  tidak 

teridentifikasi  

Masyarakat 

Pendataan di tingkat 

produsen yang tidak 

terpantau 

Tidak ada data 

informasi stok 

pangan beras di 

tingkat produsen 

yang menjadi 

barometer 

ketersediaan pangan 

beras lokal di 

wilayah Kab PPU 

Pendataan stok 

pangan beras tingkat 

produsen 

4. 
Pemantauan Harga dan 

Pasokan Pangan 
Rp205.685.720,00 

Terjadinya lonjakan 

harga pangan yang 

dapat mempengaruhi 

stabilitas pasokan dan 

harga pangan  

Masyarakat 

Data informasi harga 

dan pasokan pangan 

yang tidak merata 

dan kontinyu 

sehingga tidak ada 

peringatan dini akan 

terkendalanya 

stabilitas harga dan 

pasokan pangan 

Peringatan dini 

tentang kenaikan 

harga pangan yang 

tidak terpantau 

Survei harga dan 

pasokan pangan serta 

gerakan pangan 

murah menjelang 

Hari Besar 

Keagamaan Nasional 

5. 
Penyusunan Neraca 

Bahan Makanan (NBM) 
Rp32.194.722,00 

Lemahnya data 

pendukung instrumen 

gambaran situasi 

ketersedian pangan di 

suatu wilayah pada 

periode tertentu 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Gambaran situasi 

pangan (produksi, 

impor dan stok) dan 

penggunaan 

ketersediaan pangan 

untuk konsumsi 

penduduk wilayah 

tertentu serta 

mengetahui tingkat 

Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

ketersedian 

Lemahnya data 

produksi, data 

impor, data stok 

pangan serta data 

pendukung lainnya 

akan menghasilkan 

instrumen yang 

keakuratannya 

lemah 

Penyeragaman 

metodologi dan 

perbaikan data yang 

sesuai fakta di 

lapangan 

Tabel 3.26 Daftar Risiko Kegiatan Penyediaan dan  Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Penajam 

Paser Utara 
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9. Program Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota 

Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 
Total Anggaran : Rp 659.182.860 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 

Penyebab 

risiko 
Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Pengadaan Cadangan 

Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Rp590.975.478,00 

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan pangan, 

kemiskinan, gejolak 

harga pangan, bencana 

alam dan/atau 

menghadapi keadaan 

darurat 

Masyarakat 

Bencana 

alam, 

bencana 

sosial dan 

kemiskinan 

Kebutuhan pangan pokok 

masyarakat yang 

mengalami kekurangan 

ketersediaan pangan, 

gejolak harga pangan, 

kemiskinan, bencana 

alam dan/atau meghadapi 

keadaan darurat 

Pengadaan dan 

pengelolaan cadangan 

pangan pemerintah 

daerah 

2. 

Pemeliharaan Cadangan 

Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Rp23.212.188,00 

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan pangan, 

kemiskinan, gejolak 

harga pangan, rawan 

pangan akibat bencana 

alam dan/atau 

menghadapi keadaan 

darurat 

Masyarakat 

Bencana 

alam, 

bencana 

sosial dan 

kemiskinan 

Memenuhi kebutuhan 

beras masyarakat yang 

mengalami kekurangan 

ketersediaan pangan, 

kemiskinan, bencana 

alam dan/atau 

menghadapi keadaan 

darurat 

Pemeliharaan cadangan 

pangan pemerintah 

daerah dan menjamin 

pasokan pangan yang 

stabil antar waktu dan 

antar daerah 

3. 
Penyaluran Cadangan 

Pangan Pemerintah 

Kab/Kota 

 Rp      

44.995.194,00  

Masyarakat yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan pangan, 

kemiskinan, gejolak 

harga pangan, rawan 

pangan akibat bencana 

alam dan/atau 

Masyarakat 

Bencana 

alam, 

bencana 

sosial dan 

kemiskinan 

Memenuhi kebutuhan 

beras masyarakat yang 

mengalami kekurangan 

ketersediaan pangan, 

kemiskinan, bencana 

alam dan/atau 

menghadapi keadaan 

darurat 

Penyaluran cadangan 

pangan pemerintah 

daerah dan menjamin 

pasokan pangan yang 

stabil antar waktu dan 

antar daerah 
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menghadapi keadaan 

darurat 

Tabel 3.27  Daftar Risiko Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Kabupaten/kota 

 

10.  Program  Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

 

Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang 

Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
Total Anggaran : Rp 29.358.197 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 

Penyebab 

risiko 
Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penentuan 

Harga Minimum 

Pangan Pokok Lokal 

Rp29.358.197,00 Kurang maksimalnya 

pemanfaatan pangan 

sumber daya lokal dan 

rendahnya kemampuan 

pengolahan pangan 

sumber daya lokal 

dalam peningkatan 

penganekaragaman 

konsumsi pangan 

Masyarakat Kurangnya 

dukungan 

pemerintah 

daerah dalam 

pemanfaatan 

pangan 

sumberdaya 

lokal, 

pengelolaan 

pangan 

sumber daya 

lokal dalam 

bentuk atensi 

promosi 

pemberdayaan 

pangan lokal, 

finansial dan 

dukungan 

moriil 

Rendahnya upaya 

pemanfaatan pangan 

lokal yang berpotensi 

tinggi untuk penyediaan 

pangan alternatif jika 

terjadinya bencana alam, 

tidak ada nya 

pengelolaan pangan 

berbasis sumber daya 

pangan lokal 

mengakibatkan 

rendahnya ketertarikan 

masyarakat dalam 

penerapan konsumsi 

pangan Beragam Bergizi 

Seimbang & Aman 

(B2SA) 

Pelaksanaan Festival 

Pangan Lokal tingkat 

Provinsi Kalimantan 

Timur yaitu 

pengelolaan pangan 

berbasis sumber daya 

lokal berbasis pola 

konsumsi Beragam 

Bergizi Seimbang & 

Aman (B2SA) 

Tabel 3.28  Daftar Risiko Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi 
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11. Program Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 
Total Anggaran : Rp 87.528.030 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Penyusunan dan 

Penetapan Target 

Konsumsi Pangan Per 

Kapita Per Tahun 

Rp87.528.030,00 

Tidak tersedianya data 

pola pangan harapan 

untuk perencanaan 

daerah dalam upaya 

peningkatan 

penganekaragaman 

pangan, tidak 

terlaksananya 

peningkatan 

penganekaragaman 

pangan melalu pola 

Beragam Bergizi 

Seimbang & Aman 

(B2SA) 

mengakibatkan 

rendahnya skor pola 

pangan harapan daerah 

Masyarakat 

Tidak adanya dukungan 

pemerintah daerah dan 

tidak ada kerjasama 

antar SKPD daerah 

dalam pelaksaannya 

mengakibatkan 

rendahnya upaya 

peningkatan 

penganekaragaman 

pangan dan kurang 

akuratnya data yang 

disajikan  

Tidak tersajikan 

data pola pangan 

harapan dan 

direktori konsumsi 

sebagai data 

pertimbangan 

pemerintah daerah 

dalam perencanaan 

peningkatan 

penganekaragaman 

pangan. tidak 

terlaksananya 

promosi 

peningkatan 

konsumsi berbasis 

Beragam,Bergizi 

Seimbang & 

Aman (B2SA) 

Pelaksanaan Survey 

Konsumsi Masyarakat 

sebagai data 

pembanding dalam 

skor pola pangan 

harapan, pelaksanaan 

pengolahan dan 

penyajian data skor 

pola pangan harapan 

bekerja sama dengan 

BPS, Festival Pangan 

Lokal Tingkat 

Kabupaten dalam 

upaya edukasi dan 

penerapan konsumsi 

Beragam,Bergizi 

Seimbang & Aman 

(B2SA)  

 

Tabel 3.29  Daftar Risiko Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 
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12. Program Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

 

Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 

Kecamatan 
Total Anggaran : Rp 8.331.140 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Penyusunan, Pemutakhiran 

dan Analisis Peta 

Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan 

Rp8.331.140,00 

Data lintas sektor yang 

mendukung dalam 

penyusunan peta 

ketahanan dan 

kerentanan pangan 

(food security and 

vulnerability atlas - 

FSVA) tidak akurat 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Adanya 

perbedaan 

komponen 

penilaian dari 

setiap OPD 

Hasil komposit Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

(Food Security and 

Vulnerability Atlas 

- FSVA) wilayah 

Kabupaten tidak 

valid 

Memberikan 

rekomendasi hasil Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

(Food Security and 

Vulnerability Atlas - 

FSVA) Kabupaten 

Tabel 3.30  Daftar Risiko Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

 

13. Program kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 607.663.505 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Pelaksanaan Pengadaan, 

Pengelolaan, dan 

Penyaluran Cadangan 

Pangan pada Kerawanan 

Pangan yang Mencakup 

dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp599.991.705,00 

Penyaluran bantuan 

yang tidak tepat 

sasaran 

Masyarakat 

Data tentang 

Keluarga 

Penerima 

Manfaat (KPM) 

yang tidak valid 

Ada keluarga yang 

seharusnya dapat 

bantuan tetapi tidak 

terima 

Intervensi 
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2. 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penanganan 

Kerawanan Pangan dan 

Gizi Kabupaten/Kota 

Rp7.671.800,00 
Data yang tersedia 

tidak valid 
Masyarakat 

Data yang 

dikumpulkan 

petugas lapangan 

tidak sinkron 

dengan data dari 

SKPD yang ada 

di Tim Pokja 

Rekomendasi 

intervensi tidak 

tepat sasaran 

Koordinasi dan 

sinkronisasi secara 

berkala dengan Tim 

Pokja 

1. 

Penyusunan, Pemutakhiran 

dan Analisis Peta 

Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan 

Rp8.331.140,00 

Data lintas sektor 

yang mendukung 

dalam penyusunan 

peta ketahanan dan 

kerentanan pangan 

(food security and 

vulnerability atlas - 

FSVA) tidak akurat 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Adanya 

perbedaan 

komponen 

penilaian dari 

setiap OPD 

Hasil komposit Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

(Food Security and 

Vulnerability Atlas 

- FSVA) wilayah 

Kabupaten tidak 

valid 

Memberikan 

rekomendasi hasil 

Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

(Food Security and 

Vulnerability Atlas - 

FSVA) Kabupaten 

Tabel 3.31  Daftar Risiko kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

14. Program Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 
Total Anggaran : Rp 120.235.501 

No. Sub kegiatan Pagu Anggaran  Risiko teridentifikasi 
Pemilik 

risiko 
Penyebab risiko Dampak 

Pengendalian yang 

ada 

1. 

Rekomendasi Keamanan 

Pangan Segar Asal 

Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp29.332.937,00 

Tidak adanya 

rekomendasi keamanan 

dan mutu  pangan aman 

bagi masyarakat  

Masyarakat 

Tidak dapat 

melakukan proses 

kegiatan 

rekomendasi PSAT 

yang aman dan 

bermutu Kabupaten 

PPU 

Pangan yang tidak 

aman  akan 

mengganggu 

kesehatan bagi 

masyarakat  

Mengajukan  

peningkatan sarana 

dan pra sarana serta 

tesredianya  sumber 

dana /pagu anggaran  

yang cukup 
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2. 

Rekomendasi Perizinan 

keamanan pangan segar 

asal tumbuhan 

Rp23.523.662,00 

Tidak adanya jaminan 

tertulis 

(registrasi/sertifikasi) 

yang diberikan oleh 

institusi untuk 

menyatakan bahwa 

PSAT memenuhi 

standar keamanan dan 

mutu 

Kepala 

Dinas 

Tidak dapat 

melakukan proses 

kegiatan perijinan 

sertifikasi dan 

registrasi PSAT 

Kabupaten PPU  

Tidak adanya 

perlindungan  

keamanan dan mutu  

pangan  segar asal 

tumbuhan yg 

dikomsusi 

masyarakat , dan 

tidak menjamin 

praktek 

perdagangan  yang 

adil dan 

bertanggung jawab. 

Mengajukan  

peningkatan sarana 

dan pra sarana serta 

tesredianya  sumber 

dana /pagu anggaran  

yang cukup 

3. 

Penyediaan Sarana 

Pengujian keamanan dan 

mutu pangan segar asal 

tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp57.921.742,00 

Tidak  dapat melakukan  

pengawasan uji 

keamanan dan mutu 

PSAT  baik pada pre 

market maupun pos 

market kabupaten   

Kepala 

Dinas 

Tidak adanya sarana 

dan prasarana alat, 

bahan, uji 

cepat/rapid test dan 

uji laboratorium 

pusat 

Tidak diketahuinya  

kandungan cemaran 

bahan kimia/risidu 

dan cemaran 

biologi pada 

pangan segar  asal 

tumbuhan 

Mengajukan  

peningkatan sarana 

dan pra sarana serta 

tesredianya  sumber 

dana /pagu anggaran  

yang cukup 

4. 

Penguatan kelembagaan 

pengawas keamanan dan 

mutu pangan segar asal 

tumbuhan 

Rp9.457.160,00 

Tidak dapat melakukan 

koordinasi, sosialisasi, 

promosi sesuai tugas 

dan fungsi kewenangan 

untuk melakukan 

pengawasan keamanan 

pangan dan mutu PSAT 

Kepala 

Dinas 

Kurangnya 

dukungan kuatnya 

kelembagaan untuk 

meningkatkan 

pengawasan 

keamanan pangan 

baik antar OKKPD 

Kabupaten, 

OKKPD Propinsi, 

dan OKKPD Pusat   

Tidak masimalnya 

pungsi 

kelembagaan 

pengawasan 

keamanan pangan   

Mengajukan  

peningkatan sarana 

dan pra sarana serta 

tesredianya  sumber 

dana /pagu anggaran  

yang cukup 

 

Tabel 3.32  Daftar Risiko Kegiatan pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 
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Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Penajam Paser Utara ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan 

probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil sangat jarang terjadi, jarang 

terjadi, hampir/pasti terjadi dan sangat sering terjadi pada kegiatan tertentu. 

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu 

tingkatannya mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan angat tinggi terhadap 

pencapaiaan tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan 

terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya. 

 

C. Peta Risiko 

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko 

sebagai berikut : 

Peta Risiko Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 

Matrik Analisis Risiko 

Konsekuensi / Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 
signifikan 

Kurang 
signifikan 

Signifikan 
tinggi 

Sangat 
signifikan 

Ekstrim 

Kemungkinan 

5 Pasti Terjadi     1 3   

4 
Hampir pasti 

terjadi   1 3     

3 
Kemungkinan 
besar terjadi   1 14 7   

2 
Kemungkinan 

kecil terjadi           

1 
Hampir 

mustahil 
terjadi 

          

Tabel 3.33 Peta Risiko Dinas Ketahanan Pangan 

Pada Tabel pemetaan risiko diatas dapat diketahui bahwa 

1. Ada 1 sub kegiatan dengan level risiko Signifikan Rendah yaitu pada sub kegiatan : 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 

2. Ada 15 sub kegiatan dengan level risiko Sedang yaitu pada sub kegiatan :  

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan 

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

k. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 

l. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

m. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

n. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 

o. Penyaluran Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

3. Ada 11 sub kegiatan dengan level risiko Tinggi yaitu pada sub kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 

d. Pemantauan Stok Pangan 

e. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 

f. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan 

Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

g. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 

h. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

i. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

j. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

k. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 

4. Ada 3 sub kegiatan dengan level risiko Sangat Tinggi yaitu pada sub kegiatan : 

a. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 

b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 

c. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 
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BAB IV  

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP), INFORMASI DAN KOMUNIKASI, 

SERTA PEMANTAUAN  

Sebagai bukti/bentuk penyelenggaraan tahapan SPIP disemua unsur dan adanya risiko 

Program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan, disusun rencana 

tindak pengendalian, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Rencana tindak pengendalian adalah serangkaian tindakan yang di lakukan untuk 

mengendalikan risiko yang ada dari daftar risiko yang sudah teridentifikasi.  

2. Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat 

memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan 

efektif.  

3. Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi 

dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemantauan 

dilakukan dalam On Going Monitoring yaitu pemantauan yang melekat dalam proses 

pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinu oleh atasan langsung. 

 

Berdasarkan uraian identifikasi dan analisis risiko serta dari daftar risiko yang ada di Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, berikut rencana tindak pengendalian 

yang di dalamnya ada informasi dan komunikasi serta pemantauan yang ada. 
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1. Program 

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 

Total Anggaran : Rp 9.501.218.849,00 
(Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan 
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu 

Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) 

No Program Pagu Anggaran Program 
Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian Rencana 
Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 
Jawab 

Informasi dan 
Komunikasi 

Pemantauan Target waktu 

 

1. 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp6.961.759.798,00 

Terhambatnya 

urusan 

pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

dan Menurunnya  

nilai Indeks 

Kepuasan  

Masyarakat 

(IKM)  

1. Mengajukan 

peningkatan 

kualitas SDM  2. 

Penambahan 

sarana dan 

prasarana 

pendukung 

pelayanan 

Kepala Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal  2. 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran untuk 

peningkatan 

kualitas SDM 

dan anggaran 

penambahan 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindak lanjuti 

oleh TAPD 

6 bulan  

2. 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN dan 

KEMANDIRIAN 

PANGAN 

Rp198.054.614,00 

Tidak tersedianya 

sumber daya 

ekonomi 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Mengajukan 

permintaan 

anggaran untuk 

dialokasikan ke 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan agar dapat 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

Kepala Dinas 

Membuat surat 

usulan anggaran 

pembangunan 

infrastruktur 

pendukung 

kedaulatan dan 

kemandirian 

pangan 

Memastikan 

surat usulan 

anggaran telah 

ditindak lanjuti 

oleh TAPD 

6 bulan  
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3. 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Rp1.605.174.291,00 

Tidak 

tercapainya 

diversifikasi 

pangan dan 

ketahanan 

pangan 

masyarakat 

1. Mengajukan 

permintaan 

anggaran untuk 

kegiatan edukasi 

ke masyarakat  2. 

Meningkatkan 

jumlah dan kualitas 

SDM yang akan 

memberikan 

edukasi ke 

masyarakat 

Kepala Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal  2. 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran 

pelatihan 

peningkatan 

kualitas SDM 

dan anggaran 

kegiatan edukasi 

ke masyarakat 

Memastikan 

surat usulan 

anggaran telah 

ditindak lanjuti 

oleh TAPD 

6 bulan  

4. 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Rp615.994.645,00 

Wilayah rawan 

pangan tidak 

tertangani 

1. Mengajukan 

permintaan 

anggaran untuk 

kegiatan edukasi 

ke masyarakat 

serta pemberian 

bantuan pangan  2. 

Meningkatkan 

jumlah dan kualitas 

SDM yang akan 

memberikan 

edukasi ke 

masyarakat 

Kepala Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal  2. 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran untuk 

kegiatan edukasi 

dan pemberian 

bantuan pangan 

ke masyarakat 

Memastikan 

surat usulan 

anggaran telah 

ditindak lanjuti 

oleh TAPD 

6 bulan  
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5. 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

Rp120.235.501,00 

Tidak adanya 

pengawasan 

terhadap 

keamanan 

pangan segar di 

masyarakat 

1. Mengajukan 

permintaan 

anggaran untuk 

pengujian PSAT 

dan pengadaan 

sarana prasarana 

pengujian 

keamanan PSAT  

2. Meningkatkan 

jumlah dan kualitas 

SDM yang 

melakukan 

pengujian 

keamanan PSAT 

Kepala Dinas 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran 

pengadaan 

sarana prasarana 

pengujian 

keamanan PSAT 

dan anggaran 

pelatihan SDM 

Memastikan 

surat usulan 

anggaran telah 

ditindak lanjuti 

oleh TAPD 

6 bulan  

 

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 65.123.828 

No 
Sub 

Kegiatan 
Pagu Anggaran 

Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 

 

1. 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Rp65.123.828,00 

Berkurangnya 

dokumen  

perencanaan 

perangkat 

daerah yang 

disusun tepat 

waktu  

Penambahan 

anggaran untuk 

pegawai yang 

lembur di luar 

jam kerja, 

Penyesuaian 

terhadap Program 

dan kegiatan 

yang  

tidak termasuk 

dalam Program 

prioritas  

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal 

mengenai SDM 

2. Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran 

peningkatan 

kualitas SDM 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

Anggaran telah 

di tindak 

lanjuti oleh 

TAPD 

6 Bulan  
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3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko 

yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 4.804.684.050 

No 
Sub 

Kegiatan 
Pagu Anggaran 

Risiko  

 

Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 

 

1. 

Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan 

ASN 

Rp4.662.244.050,00 

Keterlambatan 

pembayaran 

gaji dan 

tunjangan dan 

Terjadinya  

perubahan 

data ASN 

(mutasi data) 

Memberikan 

pemahaman 

kepada 

pegawai 

mengenai 

kendala yang 

ada 

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal 

mengenai SDM 2. 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran 

peningkatan 

kualitas SDM 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran 

telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  

2. 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Rp142.440.000,00 

Keterlambatan 

pembayaran 

honorarium 

Memberikan 

pemahaman 

kepada 

pegawai 

mengenai 

kendala yang 

ada dan 

Menyiapkan 

Dokumen 

Pengajuan  

Sedini 

Mungkin  

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal 

mengenai SDM 2. 

Membuat surat 

usulan 

penambahan 

anggaran 

peningkatan 

kualitas SDM 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran 

telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  
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4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko 

yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

 

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Total Anggaran : Rp 547.867.200 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian Rencana Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 

 

1. 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Rp170.237.900,00 

Tidak tersedianya  

barang dengan  

kebutuhan yang  

diperlukan 

Melakukan pendataan 

dan pendaftaran dalam 

katalog lokal untuk 

kegiatan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Kepala 

Dinas 

Melakukaan 

koordinasi 

dengan SKPD 

terkait untuk 

mendorong 

percepatan 

penanyangan 

produk lokal 

melalui katalog 

lokal atau toko 

daring/e-

marketplace 

Pejabat 

pengadaan akan 

melakukan 

pengecekan 

secara berkala 

terhadap etalase 

yang sudah 

ditambahkan 

oleh penyedia 

6 Bulan  

2. 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Rp240.066.000,00 

1. Rapat tidak terselenggara  

2. Tidak dapat menghadiri 

undangan rapat koordinasi 

dan konsultasi antar instansi 

Mengadakan/mengikuti 

rapat via zoom jika 

memungkinkan 

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal 

mengenai SDM 

2. Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran 

peningkatan 

kualitas SDM 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  

3 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik pada 

SKPD 

Rp158.075.982,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

sistem aplikasi 

Publikasi kegiatan via 

social media 

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan 

rapat internal 

mengenai SDM 

2. Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran 

peningkatan 

kualitas SDM 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  
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5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan 

memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Total Anggaran : Rp 965.881.762 

(Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan 

Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) 

No 
Sub 

Kegiatan 
Pagu Anggaran 

Risiko  

Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penangg

ung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan 

Target 

waktu 

 

1. 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

Rp35.737.883,00 

Pengadaan 

ATK tidak 

dapat 

terealisasi 

lengkap sesuai 

kebutuhan 

Menghemat 

penggunaan 

ATK 

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan rapat 

internal mengenai SDM 2. 

Membuat surat usulan 

penambahan anggaran 

peningkatan kualitas SDM 

Memastikan surat usulan 

penambahan anggaran 

telah ditindaklanjuti oleh 

TAPD 

6 Bulan  

2. 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air dan 

Listrik 

Rp83.694.016,00 

1. Gangguan 

internet  2. Air 

tidak mengalir  

3. Pemadaman 

Listrik 

Membuat 

pengingat agar 

pembayaran 

tagihan tidak 

terlambat 

Kepala 

Dinas 

Membuat surat usulan 

penambahan anggaran ke 

TAPD 

Memastikan surat usulan 

penambahan anggaran 

telah ditindaklanjuti oleh 

TAPD 

6 Bulan  

3. 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor 

Rp1.087.559.512,

00 

Keterlambatan 

pembayaran 

honorarium 

Memberikan 

pemahaman 

kepada 

pegawai 

mengenai 

kendala yang 

ada 

Kepala 

Dinas 

1. Melakukan rapat 

internal mengenai SDM 2. 

Membuat surat usulan 

penambahan anggaran 

peningkatan kualitas SDM 

Memastikan surat usulan 

penambahan anggaran 

telah ditindaklanjuti oleh 

TAPD 

6 Bulan  

 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Total Anggaran : Rp 578.202.958 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran Pemantauan Target waktu 
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Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi 

dan 

Komunikasi 
 

1. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp89.143.250,00 

1. Kendaraan rusak karena 

tidak diservis secara rutin  2. 

Denda atas keterlambatan 

pajak kendaraan 

Membuat 

pengingat agar 

pembayaran 

pajak tidak 

terlambat, serta 

mengecek secara 

berkala kondisi 

kendaraan 

Kepala 

Dinas 

Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran ke 

TAPD 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  

2. 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
Rp12.020.000,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

peralatan sehingga peralatan 

rusak dan tidak dapat 

digunakan 

Mengecek 

kondisi peralatan 

secara berkala 

dan 

menggunakan 

peralatan dengan 

bijak 

Kepala 

Dinas 

Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran ke 

TAPD 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  

3. 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Rp8.472.630,00 

Tidak dilakukan 

pemeliharaan/maintenance 

Gedung 

Mengecek 

kondisi gedung 

secara berkala 

dan rutin 

melakukan 

pemeliharaan 

Kepala 

Dinas 

Membuat 

surat usulan 

penambahan 

anggaran ke 

TAPD 

Memastikan 

surat usulan 

penambahan 

anggaran telah 

ditindaklanjuti 

oleh TAPD 

6 Bulan  

 

7.  Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 

sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 
Total Anggaran : Rp 198.054.614 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 
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1. 

Penyediaan 

Infrastruktur 

Pendukung 

Kemandirian 

Pangan 

Lainnya 

Rp170.674.427,00 

Kurangnya 

jumlah 

infrastruktur 

pendukung 

kemandirian 

pangan 

Menggunakan 

infrastruktur 

yang ada milik 

masyarakat 

(jika ada) 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

dengan petani 

terkait 

infrastruktur 

yang telah 

tersedia dan 

yang 

diperlukan 

Memantau 

pemanfaatan 

infrastruktur 

yang ada 

12 Bulan  

 

8. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan, dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada 

tabel berikut.  

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

Total Anggaran : Rp 829.105.204 

(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta 

Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu 

Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Pemantauan Target waktu  

1. Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan 

Keluarga 

Rp243.023.479,00 Sulitnya tercipta 

ketahanan pangan 

di tingkat keluarga 

mengakibatkan 

tidak ada stok 

pangan yang 

tersedia secara 

swadaya di 

masyarakat serta 

minimnya 

penganekaragaman 

pangan 

Pemberdayaan 

kelompok 

masyrakat 

berbasis 

swadaya dalam 

peningkatan 

ketahanan 

pangan 

keluarga 

melalui 

kegiatan 

Pengembangan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

internal dan 

eksternal 

dengan 

SKPD 

Teknis 

terkait 

(Dinas 

Pertanian, 

BPS, Dinas 

Kesehatan)  

Pendampingan 

dan 

Pembimbingan 

kepada 

kelompok 

masyarakat 

12 Bulan  
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mengakibatkan 

minimnya upaya 

dalam penekanan 

angka stunting 

Desa B2SA 

(Beragam, 

Bergizi 

Seimbang & 

Aman) , kerja 

sama dengan 

pemerintah 

desa dalam 

promosi 

pemanfaatan 

lahan sempit 

sebagai sumber 

ketahanan 

pangan 

keluarga 

2. Pengembangan 

Kelembagaan 

Distribusi 

Pangan 

Kabupaten/kota 

Rp24.749.854,00 Kemandirian 

pengembangan 

kelembangan 

distribusi pangan 

yang sulit 

berkembang tanpa 

adanya 

pendampingan dan 

pembinaan dalam 

mengembangkan 

produknya 

Pendampingan 

dan pembinaan 

pada 

kelembagaan 

distribusi 

pangan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

internal dan 

eksternal 

dengan 

pihak terkait 

Evaluasi hasil 

pendampingan 

dan pembinaan 

12 bulan 
 

3. Pemantauan 

Stok Pangan 

Rp27.723.124,00 Jumlah stok 

pangan (beras) di 

tingkat produsen  

tidak teridentifikasi  

Pendataan stok 

pangan beras 

tingkat 

produsen 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

internal dan 

eksternal 

dengan 

pihak terkait 

Pendataan stok 

pangan beras 

secara 

kontinyu 

12 bulan 
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4. Pemantauan 

Harga dan 

Pasokan 

Pangan 

Rp143.191.050,00 Terjadinya 

lonjakan harga 

pangan yang dapat 

mempengaruhi 

stabilitas pasokan 

dan harga pangan  

Survei harga 

dan pasokan 

pangan serta 

gerakan 

pangan murah 

menjelang Hari 

Besar 

Keagamaan 

Nasional 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

internal dan 

eksternal 

dengan 

pihak terkait 

Pendataan 

harga dan 

pasokan 

pangan secara 

kontinyu 

12 bulan 
 

5. Penyusunan 

Neraca Bahan 

Makanan 

(NBM) 

Rp10.204.020,00 Lemahnya data 

pendukung 

instrumen 

gambaran situasi 

ketersedian pangan 

di suatu wilayah 

pada periode 

tertentu 

Penyeragaman 

metodologi dan 

perbaikan data 

yang sesuai 

fakta di 

lapangan 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi 

internal dan 

eksternal 

dengan 

pihak terkait 

Kompilasi dan 

uji sumber 

sumber 

sumber data 

12 bulan 
 

 

9. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 659.182.860 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran 

Risiko  

 

Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 

 



65 

 
 

1. 

Pengadaan 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Rp415.859.627,00 

Masyarakat 

yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, 

bencana alam 

dan/atau 

menghadapi 

keadaan 

darurat 

Pengadaan 

dan 

pengelolaan 

cadangan 

pangan 

pemerintah 

daerah 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi internal 

dan pihak terkait 

Kondisi stok 

beras 

cadangan 

pangan 

pemerintah 

daerah 

12 Bulan  

2. 

Pemeliharaan 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Rp19.729.462,00 

Masyarakat 

yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, rawan 

pangan akibat 

bencana alam 

dan/atau 

menghadapi 

keadaan 

darurat 

Pemeliharaan 

cadangan 

pangan 

pemerintah 

daerah dan 

menjamin 

pasokan 

pangan yang 

stabil antar 

waktu dan 

antar daerah 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi internal 

dan OPD terkait 

Ketika 

terjadi 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

rawan 

pangan 

akibat 

bencana 

alam 

dan/atau 

keadaan 

darurat  

12 Bulan  
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3. 

Penyaluran 

Cadangan 

Pangan 

Pemerintah 

Kab/Kota 

Rp44.995.194,00 

Masyarakat 

yang 

mengalami 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

gejolak harga 

pangan, rawan 

pangan akibat 

bencana alam 

dan/atau 

menghadapi 

keadaan 

darurat 

Penyaluran 

cadangan 

pangan 

pemerintah 

daerah dan 

menjamin 

pasokan 

pangan yang 

stabil antar 

waktu dan 

antar daerah 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Koordinasi internal 

dan OPD terkait 

Ketika 

terjadi 

kekurangan 

ketersediaan 

pangan, 

kemiskinan, 

rawan 

pangan 

akibat 

bencana 

alam 

dan/atau 

keadaan 

darurat  

12 Bulan  

 

10. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan hasil 

identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut 

Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak 

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
Total Anggaran : Rp 29.358.197 

No 
Sub 

Kegiatan 
Pagu Anggaran 

Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 
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1. 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Penentuan 

Harga 

Minimum 

Pangan 

Pokok 

Lokal 

Rp69.266.043,00 

Kurang 

maksimalnya 

pemanfaatan 

pangan sumber 

daya lokal dan 

rendahnya 

kemampuan 

pengolahan pangan 

sumber daya lokal 

dalam peningkatan 

penganekaragaman 

konsumsi pangan 

Pelaksanaan 

Festival 

Pangan Lokal 

tingkat 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur yaitu 

pengelolaan 

pangan 

berbasis 

sumber daya 

lokal berbasis 

pola konsumsi 

Beragam 

Bergizi 

Seimbang & 

Aman (B2SA) 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Internal dan 

Eksternal yaitu 

SKPD teknis 

terkait 

(Disperindagkop, 

Dinas Kesehatan, 

PPJI, TP PKK, 

dsb) 

Pembinaan 

dan evaluasi 

kegiatan 

kepada 

kelompok 

yang 

melaksanakan 

12 bulan   

 

11. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan hasil identifikasi yang dilakukan 

dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

 

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 
Total Anggaran : Rp 87.528.030 

N

o 
Sub Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggun

g Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan 

Target 

waktu 

 

1. 

Penyusunan 

dan Penetapan 

Target 

Konsumsi 

Rp80.535.471,0

0 

Tidak tersedianya 

data pola pangan 

harapan untuk 

perencanaan 

Pelaksanaan 

Survey 

Konsumsi 

Masyarakat 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Internal dan Eksternal 

dengan SKPD Teknis 

terkait yaitu Badan Pusat 

Statistik, Dinas Pangan, 

Monitoring & 

Evaluasi 

pelaksanaan 

12 Bulan  
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Pangan Per 

Kapita Per 

Tahun 

daerah dalam 

upaya 

peningkatan 

penganekaragam

an pangan, tidak 

terlaksananya 

peningkatan 

penganekaragam

an pangan melalu 

pola Beragam 

Bergizi 

Seimbang & 

Aman (B2SA) 

mengakibatkan 

rendahnya skor 

pola pangan 

harapan daerah 

sebagai data 

pembanding 

dalam skor 

pola pangan 

harapan, 

pelaksanaan 

pengolahan dan 

penyajian data 

skor pola 

pangan harapan 

bekerja sama 

dengan BPS, 

Festival 

Pangan Lokal 

Tingkat 

Kabupaten 

dalam upaya 

edukasi dan 

penerapan 

konsumsi 

Beragam,Bergi

zi Seimbang & 

Aman (B2SA)  

Tanaman Pangan & 

Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Timur, TP 

PKK 

Kabupaten/Kecamatan/De

sa, Dinas Kesehatan dst 

kegiatan dari 

waktu kewaktu  
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12. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan 

Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Total Anggaran : Rp 8.331.140 

No 
Sub 

Kegiatan 
Pagu Anggaran 

Risiko  

 

Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 

 

1. 

Penyusunan, 

Pemutakhiran 

dan Analisis 

Peta 

Ketahanan 

dan 

Kerentanan 

Pangan 

Rp10.863.564,00 

Data lintas 

sektor yang 

mendukung 

dalam 

penyusunan 

peta ketahanan 

dan 

kerentanan 

pangan (food 

security and 

vulnerability 

atlas - FSVA) 

tidak akurat 

Memberikan 

rekomendasi 

hasil Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan 

Pangan (Food 

Security and 

Vulnerability 

Atlas - FSVA) 

Kabupaten 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan  

Berkoordinasi 

dengan OPD terkait 

data pendukung 

Penyusunan Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 

(Food Security and 

Vulnerability Atlas - 

FSVA) 

Mengecek 

berkala Tim 

Pokja terkait 

data 

pendukung 

dalam 

penyusunan 

Peta 

Ketahanan 

dan Kerentan 

Pangan (Food 

Security and 

Vulnerability 

Atlas - 

FSVA) 

1 tahun  

 

13. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Ketahanan 

Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 607.663.505 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran 

Risiko  

 

Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi 

dan 

Komunikasi 

Pemantauan Target waktu 
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1. 

Pelaksanaan 

Pengadaan, 

Pengelolaan, dan 

Penyaluran 

Cadangan Pangan 

pada Kerawanan 

Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp379.164.795,00 

Penyaluran 

bantuan yang 

tidak tepat 

sasaran 

Intervensi 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Berkoordinasi 

dengan 

anggota Tim 

Pokja PDRP 

Sebelum dan 

sesudah 

dilakukan 

Intervensi 

12 bulan  

2. 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan dan Gizi 

Kabupaten/Kota 

Rp10.008.159,00 

Data yang 

tersedia tidak 

valid 

Koordinasi 

dan 

sinkronisasi 

secara berkala 

dengan Tim 

Pokja 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Berkoordinasi 

dengan 

anggota Tim 

Pokja 

Intvestigasi, 

penggalian 

informasi 

Rumah 

Tangga 

Rentan Rawan 

Pangan, 

pengolahan 

data serta 

Analis 

12 bulan  

 

14. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil identifikasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas 

Ketahanan Pangan memiliki risiko yang ditunjukkan pada tabel berikut.  

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Total Anggaran : Rp 120.235.501 

No Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Risiko  

 Teridentifkasi 

Uraian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Penanggung 

Jawab 

Informasi dan 

Komunikasi 
Pemantauan Target waktu 
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1. 

Rekomendasi 

Keamanan 

Pangan Segar 

Asal Tumbuhan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp24.755.768,00 

Tidak adanya 

rekomendasi keamanan 

dan mutu  pangan 

aman bagi masyarakat  

Mengajukan  

peningkatan 

sarana dan pra 

sarana serta 

tesredianya  

sumber dana 

/pagu anggaran  

yang cukup 

Kepala 
Bidang 
Konsumsi 
dan 
Keamanan 
Pangan  

Melakukan rapat 
internal, 
kordinasi, 
monev, 
bimbingan 
teknis, 
terbentuknya  
tim kerja/ 
ketersedianya 
sdm yg cukup, 
tersedianya 
anggaran yg 
cukup sarana 
pendukung 
/kendaraan  dan 
laporan 

Memastian 
semua 
usulan dapat 
terpenuhi 
dalam 
bentuk 
dokumen 

4 Bulan  

2. 

Rekomendasi 

Perizinan 

keamanan 

pangan segar asal 

tumbuhan 

Rp22.461.982,00 

Tidak adanya jaminan 

tertulis 

(registrasi/sertifikasi) 

yang diberikan oleh 

institusi untuk 

menyatakan bahwa 

PSAT memenuhi 

standar keamanan dan 

mutu 

Mengajukan  

peningkatan 

sarana dan pra 

sarana serta 

tesredianya  

sumber dana 

/pagu anggaran  

yang cukup 

Kepala 
Bidang 
Konsumsi 
dan 
Keamanan 
Pangan  

Melakukan rapat 
internal, 
kordinasi, 
monev, 
bimbingan 
teknis, 
terbentuknya  
tim kerja/ 
ketersedianya 
sdm yg cukup, 
tersedianya 
anggaran yg 
cukup sarana 
pendukung 
/kendaraan  dan 
laporan 

Memastian 
semua 
usulan dapat 
terpenuhi 
dalam 
bentuk 
dokumen 

6 Bulan  
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3. 

Penyediaan 

Sarana Pengujian 

keamanan dan 

mutu pangan 

segar asal 

tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp112.478.344,00 

Tidak  dapat 

melakukan  

pengawasan uji 

keamanan dan mutu 

PSAT  baik pada pre 

market maupun pos 

market kabupaten   

Mengajukan  

peningkatan 

sarana dan pra 

sarana serta 

tesredianya  

sumber dana 

/pagu anggaran  

yang cukup 

Kepala 
Bidang 
Konsumsi 
dan 
Keamanan 
Pangan  

Melakukan rapat 
internal, 
kordinasi, 
monev, 
bimbingan 
teknis, 
terbentuknya  
tim kerja/ 
ketersedianya 
sdm yg cukup, 
tersedianya 
anggaran yg 
cukup sarana 
pendukung 
/kendaraan  dan 
laporan 

Memastian 
semua 
usulan dapat 
terpenuhi 
dalam 
bentuk 
dokumen 

6 Bulan  

4. 

Penguatan 

kelembagaan 

pengawas 

keamanan dan 

mutu pangan 

segar asal 

tumbuhan 

Rp14.638.739,00 

Tidak dapat melakukan 

koordinasi, sosialisasi, 

promosi sesuai tugas 

dan fungsi kewenangan 

untuk melakukan 

pengawasan keamanan 

pangan dan mutu 

PSAT 

Mengajukan  

peningkatan 

sarana dan pra 

sarana serta 

tesredianya  

sumber dana 

/pagu anggaran  

yang cukup 

Kepala 
Bidang 
Konsumsi 
dan 
Keamanan 
Pangan  

Melakukan rapat 
internal, 
kordinasi, 
monev, 
bimbingan 
teknis, 
terbentuknya  
tim kerja/ 
ketersedianya 
sdm yg cukup, 
tersedianya 
anggaran yg 
cukup sarana 
pendukung 
/kendaraan  dan 
laporan 

Memastian 
semua 
usulan dapat 
terpenuhi 
dalam 
bentuk 
dokumen 

5 Bulan  
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penyusunan Laporan Manajemen Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan 

yang bersamaan dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Dokumen 

Manajemen Risiko yang berisi tentang Identifikasi Risiko, Daftar Risiko, Rencana Tindak 

Pengendalian, dan Peta Risiko di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara 

berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga 

pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko.  

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun sebuah laporan manajemen risiko. Penilaian risiko 

pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara terkait 3 kegiatan, yaitu:  

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah\ 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

7. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

8. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 

9. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

10. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

11. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

12. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

13. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 
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Hasil dari penilaian risiko yang telah dilakukan ditemukan  

1. Ada 1 sub kegiatan dengan level risiko Signifikan Rendah, risiko dapat diterima 

2. Ada 14 sub kegiatan dengan level risiko Sedang, risiko dapat diterima 

3. Ada 11 sub kegiatan dengan level risiko Tinggi, membutuhkan penanganan selanjutnya 

4. Ada 3 sub kegiatan dengan level risiko Sangat Tinggi, penanganan prioritas 

 

 

B. REKOMENDASI 

      Rekomendasi yang dapat di berikan dalam penilaian risiko yang telah teridentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis manajemen resiko harus dilakukan dalam kegiatan yang ada 

dan melakukan pemantauan risiko yang masih dapat di terima (On going monitoring)  

2. Dengan mengusulkan penambahan Anggaran, Sumber Daya Manusia, serta pemenuhan 

Sarana dan Prasarana agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

3. Rencana tindak pengendalian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dengan tingkat dampak 

risiko sangat tinggi yaitu : 

a. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 

b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 

c. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 

 

 


